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BUPATISEMARANG r SA TJl\T A ,r 1 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 45 TAHUN 2012 

TENTANG · 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANiUAN SOSIAL BERUPA 
BANTIJAN LANGSUNO MASYARAK.At DANA DAERAH URUSAN,BBRSAMA 

PROGRAM NASIONAL PEMBERDA Y AAN MASYARAK.AT MANDIRI PERDESAAN 
KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN: 

Menimbang 

Mengingat 

DI KABUPATEN SEMARANGTAHUN2013 · 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA · 

BUPATI SEMARANG 

a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan , dipandang perlu untulc menetapkan: 
Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung: 
Masyarakat ( BLM ) Dana D.aerah · Urusan Beri;ama . { DOUB ) • Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan kepada Unit, 
Pengelola Kegiatan ( UPK) Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2013. 

b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dim~d dalam huruf a · 
dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedonian • 
pelaksanaannya ; · · · · · · 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana · dimaksud dalam huruf a dan' 
huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ; . 

. . . : ' . 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun ·. 1950 tentang Pembetitukan Daerah-daerah · 
Kabupaten dalam Lingkungan Prppinsi Jawa Tengah; · 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 · tentang . Perubahan •Batas-batas : 
Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II . Semarang · 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1958 Nonior 118~ Tambahan · 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652):; · 

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang • 
Bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik • 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K~~gan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); · · · 

5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); · 



; . 

6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia 
Nomor4400); 

7. Undang-Undang Nomor -25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

8. Undang - Un.dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn.or 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaim.ana telah, 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
ten.tang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemeritahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahtm 
2008 Nomor 59, Tambahan Lemaran Negara Republik. Indonesia Nomor 
4844); 

9. Un.dang - Un.dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); · 

10. Undang - undang Nomor 12 Tahtin 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perun.dang - undangan ( Lembaran Negara Republik lndon~ia Tahtm 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ten.tang Perluasan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahtm 
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 
3079 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perluasan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten.tang Dana Perim.bangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peramran Pemerintah Nomor 56 Thun 2005 tentang 
Sistem Infortnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia 

Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten.tang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Jnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 

4614); 



.; , 

. : . 

17. Peraturan Pemerintah Norn or 3 8 · Tahun 2007 tentang Pem.bagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemedntah Daerah Kabupaten /kota ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737 ) ; · 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali di ubab 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 ten.tang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun. Anggaran 2012; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun. 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor · 14 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
SemarangNomor 13; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupeten Semarang Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupeten Semarang Tahun 2012 Nomor 
l); 

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tamm 
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupeten Semarang Tahun 2012 Nomor 1); 

24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelak:sanaan Anggaran Pendapatan dan :Belanja Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah . Kabupaten Semarang Tahun 2012 
Nomor2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSAN~ :PEMBERIAN 
BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT 
(BLM) DANA DAERAH URUSAN BERSAMA ( DDUB ) PROGRAM 
NASIONAL PEMBERDA Y AAN MASY ARAKAT ( PNPM ) MANDIRI 
PERDESAAN KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN ( UPK ) 

" KECAMATAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013. 
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Pasal l · 

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Sosial Berupa Barituan Langsung Masyarakat · · 
( BLM ) Dana Daerah Urusan Bersama ( DDUB) PrQgram Nasional Petnberdayaan Masyarakat • . 
( PNPM .) Mandiri Perdesaan Kepada Unit Pengelol~ Kegiatan ( UPK ) Kecamatan di Kabupaten . 
Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak · 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · · · 

Pa-:sal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkart. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan . pengudangan Peraturan· Bupati ini dengan 
penempatannyadalam Berita Daerah Kabupatert Sem~g . . · 

Diundangkan di Ungaran 
padatanggal 18-04-2012 
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Ditetapkan di UngW<U1 
. pada · 4~2012 . 
·, ,,, ... .,,,._~--- . . ' . 
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BERITA DAERAH K.ABUPATEN SEMARANG TAHVN 2012 NOMOR 



LAMPillAN 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 45TAHUN 2012 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PEMBERIAN BANTUAN ·SOSIAL BERUPA 
BANTUAN LANGSUNG MASYARAK.AT (BLM) 
DANA DAERAH ·. DRUSAN BERSAMA (DDUB) 
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 
MASY ARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERDESAAN 
KEP ADA UNIT :PENGELOLA KEGIATAN (UPK) 
KECAMATAN DI KABUPATEN SEMARANG 
TAIIDN2013 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL 
BERUP A BANTU AN LANGSUNG l\1.ASYARAKAT (BLM) 

DANA DAERAII URUSAN BERSAMA (DOUB) PROGRAM NASIONAL 
PEMBERDAY AAN MASY ARAKAT ( PNPM) MANDIRI PEIU)ESAAN 

KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN DI 
KABUPATENSEMARANGTAHUNANGGARAN2013 

' 

I. PENDAHULUAN. 
A. Latar Belakang. 

Pennasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia antara lain adalah 
persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari 
tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktunil, clan kesenjangan 
antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendabnya kesempatan dan 
peluang kerja bagi. angkatan kerja di perdesaan maupun perkotaan. Upaya . untuk 
menanggulanginya hams menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdim.ensi 
pemberdayaan . Pemberdayaan yang tepat hams memadukan · aspek-aspek 
penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. 

Program N~ional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 
adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemi~kinan' secara terpadu clan 
ber}r~lanjutan: ··Penpekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

·-• Matiditi·· ·Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan 
· J~.ecamatan {PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Dengan adanya keberhasilan dari 

· Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) . Mandiri Perdesaan yang 

dirasakan oleh masyarakat sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat untuk Iebih mandiri dan sejahtera salah satu hal yang paling pokok adalah 
peningkatan infrastruktur yang niendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. 

Peran Pemerintah yang dapat dilakukan untulc mendukung proses 
penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain melalui fasilitasi penyediaan sarana 
dan prasarana yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk 
m~ndulcung sektor kemiskinan secara luas, fasilitasi dalam rangka percepatan 
perttbangunan di wilayabnya, fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi 
perkembangan kreativitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya 
investasi masyarakat dan dunia usaha, serta penerapan berbagai pola pemberdayaan 
masyarakat pelaku pembangunan. 



Salah satu · perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi 
pemberian bantuan · sosial berupa · Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi 

masyarakat penerirna manfaat langsung kegiatan melalui Unit. Pengelola Kegiatan . 

(UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri . Perdesaa.n. • 
Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat memfasilitasi dan merangsang 
pelaksanaan kegiatan di Kecamatan, Desa, maupun Keluraban secara maksimal dan . 
berhasil guna. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya 
untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Program Nasional Peinberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan secara umum melalui pemberian bantuan 

Sosial berupa bantuan langsung masyarakat untuk mendukung pengembangan 
kegiatanekonomi masyarakat atau peningkatan ·kesejahteraan masyarakat perdesaan . 

yang akan dilaksanakan adalah pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) : 
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendampingan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 

B. Maksud dan Tujuan. 
1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah untulc : 

a. pedoman penggunaan bela.nja bantuan sosial berupa Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DOUB) Program Nasional • 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit 
Pengelola Kegiatan (UPK) di Kabupaten Semarang kepada pelaku dan 
pemanfaat langsung. 

b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban. 
c. menyatukan pemahamari tentang sistetn dan prosedur pelaksanaan anggarari. 
d. menciptakan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta 

disiplin anggaran. 
e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggatan. 

2. Tujuan pemberian bantuan sosial adalah : 
a. . memfasilitasi percepatan penanggulangan kemiskinan. 
b. memfasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah. 
c. memfasilitasi kelancar--c.11 pelaksanaan kegiatan · Program Nasional 

Pemberdayaan Masyaralcat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 

Il. SASARAN. 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di 16 (Enam belas) Kecamatan yang merupakan lo]µlsi 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perd~saan yang meliputi 
Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen; 
Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan; Kecamatan Jambu, 
Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan 
Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran dan Kecamatan 

Tuntang. 

Ill. KRITERIA BANTUAN. 
A. Jenis Bantuan. 

Jenis Bantuan adalah bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013. 

B. Bentuk Bantuan. 
Bantuan diberikatl dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan penerima bantuan. 
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C. Tata Cara Penyaluran Bantuan. 

l. Bantuan diberikan dengan · mekanisme disalurkart oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaba.paten Semarang atas 
usul ~epala Badan Pemberday~ Masyarakat dan Desa ·Kabupaten Semarang 
dan d1transfer langsung ke rekenmg bank atas nama Unit Pengelola Kegiatan 
(UPK) Program Nasional . Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan di masing-masing Kecamatan. . · · 

2. Penerima bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) · dapat 
mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank at.as nama Unit 
Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Perdesaan di masing-masing Kecainatan. 

D. Mekanisme Pertanggungjawaban. 

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelak:sanaan bantuan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak.u. 

2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawban (SPJ) 
Keuangan kepada Bupati Semarang, tnelalui Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) · bulan sejak diterimanya 
bantuan. 

3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dinutlcsud pada angka 2 meliputi : 
a. laporan penggunaan bantu.an social oleh penerima ba:ntuan social. 
b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan social 

yang diterima telah digunak:an sesuai dengan usulan. 
c. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermeterai. 
d. berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung 

Masyaraka t(BLM). 
e. perjanjian Kerjasama antara Penerima Bantuan dengan Kepala Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. 
f. tanda terima rincian penggunaan uang. 
g. naskah perjanjian bantuan sosial. 

PENGAWASAN DAN SANKSI. 
A. Pengawasan. 

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem : . · 
a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh a~arat secara vertikal yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan 

pemantauan. 
b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Semarang. 

2. Pengendaliari·; Monitoring dan Evaluasi 
a. penerima bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarak:at (BLM) 

Dana Daerah Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan wajib melaporkan kegiatan secara 
berkala kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Semarang. 

b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang 
berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala. 

c. penerima bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
Dana Daerah Urusan Bersama (DOUB) Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, membuat laporan 
pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang lewat Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. 



' . 
···• C. Penerima . dan Besa nm Bantuan. 

Penerima dan Besaran Bantuan Sosial berupa Bantuan: Langsung Masyarakat (BLM) 

Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) . Kecamatan di . 
Kabupaten Semarang Tahun Anggatan 2013 ditetapkaii lebih. lanjut dalam Keputusan · 
Bupati. · · · 

D. Penggunaan Bantuan. 

Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan 
Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarak:at (PNPM) Mandiri . 

Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di . Kabupaten · 
Semarang Tahun Anggaran 2013 dipergunakan untuk: 

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat · 
membedldm manfaatjangka pendek maupunjangka panjang .secara ekonomi bagi • 
masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. · · · 

2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan tennasuk kegiatan 
pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat. · 

3. Kegiatan peningk:atan kapasitas/ketrarnpilan kelorn:pok usaha ekonomi terutama 
bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. 

4. Penambahan pertnodalan Dana Bergulir bagi kelompok Khusus Perempuan. 

IV. MEKANISME PEMBERIANBANTUAN. 
A. Tata Cara Peilgajuan Bantuan. 

Unit Pengelo]a Kegiatan (UPK) mengajukan pencairan dengari persyaratan meliputi : 

1. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) yang telah diketahui 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan 
bermaterai Rp.6.000,-, sesuai form lampiran I.11 a dan 1.11 b Petunjuk Teknis 
Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersatna PNPM Mandiri Perdesaan 
Tahun"Anggaran 2013. · · · 

2. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- ' 

3. Poto Copy Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) · Kecamatan · Lokasi 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 

4. Surat Penetapan Camat (SPC), sesuai form lampiran 1.13 Petunjuk: Teknis 
Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaa:tt 
Tahun Anggaran 2013. 

5. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), sesuai form lampiran 1.9 PetunJ:uk: Teknis 
Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM. Mandiri Perdesaan 
Tahun Anggaran 2013. 

6. Rencana Anggaran Be]anja (RAB). 

7. Foto kondisi fisik 0%. 

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan. 

Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan daftar penerima 
dan besaran bantuan sosial berupa bantuan limgsung masyarakat (BLM) dana daerah 
urusan bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan . Masyarakat (PNPM) 
Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapa~ dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati S~g Nomor 
175 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapataµ dan' Belanja Daerah 

"Kabupaten Semarang Tahun Anggatan 2013. 
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C. Penerima dan Besaran Bantuan. 
Penerima dan Besaran Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

Dana Daerah Urusan Bersama (DOUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 ditetapkan lebih Ianjut dalam Keputusan 
Bupati. · 

D. Penggunaan Dantuan. 

Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan 
Bersama (DOUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2013 dipergunakan untuk : · 

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat 
memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi 
masyarak:at miskin atau rumah tangga miskin. · 

2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan te:rmasuk kegiatan 
pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat. · 

3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama 
bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. 

4. Penambahan permodalan Dana Bergulir bagi kelompok Khusus Perempuan. 

IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN. 
A. Tata Cara Pengajuan Bantuan. 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengajukan pencairan dengan persya:ratan meliputi : 

1. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) yang ,telah diketahui 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarak:at dan Desa'_Kabupaten Semarang clan · 
bermaterai Rp.6.000,-, sesuai fonn lampiran 1.1 la dan 1.1 lb ,Petunjuk Teknis 
Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersatna l>NPM Mandiri Perdesaan 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tahun Anggaran 2013. · 

Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-' 

Foto Copy Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lokasi 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 

Surat Penetapan Camat (SPC), sesuai form lampiran 1.13 Petunjuk Teknis 
Pencairan clan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan 
Tahun Anggaran 2013. 

Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), sesuai form lampiran 1.9 Petunjuk Teknis 
Pencairan clan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan 
Tahun Anggaran 2013. 

6. Rencan_a Anggaran Belanja (RAB). 

7. Foto kondisi fisik 0%. 

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan. 

Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan daftar penerima 
clan besaran bantuan sosial berupa bantuan langsung masyarakat (BLM) dana daerah 
urusan bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UP~) Kecamatan di Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor ...... Tahun 2013 tenta11g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 

........ Tab.un 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013. 



• 

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan · Desa , Kabupaten Semarang • 
membuat laporan pertanggungjawaban serta basil monitoring dan evaluasi · 
kepada Bupati Semarang · dengan tembusan kepada ~spektorat: Kabupaten • · 
Semarang. 

B. Sanksi. 

Apabila terbukti terjadi penyirnpangan atau · penyalahgunaan dalam • pemberi~, · 
penerirnaan dan penggunaan bantuan sosial yang diatur dalam Pedoman Pelaksaruum · 
ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : 

yang berlaku. 

YJ. PENUTUP. 

Pedornan Pelaksanaan Pemberian Bantuan . Sosial :_ berupa Bantu.an. Langsung Masy~t • 
(BLM) Dana Daerah Urusan Bersarna · (DDUB) Program Nasiorutl Pemberd~yaan . 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada · Unit · Pengelola Kegiatan (UPK) · 
Kecarnatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 digunakan sebagai acuan dan . 
pedornan dalarn pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan ·yang diharapkan sesuaf · 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 


